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Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 105 domain situs web entitas di bidang perdagangan

berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti.

Kepala Bappebti Sidharta Utama, mengatakan sejak Januari 2021 terdapat 273 domain situs web

yang diblokir. Pemblokiran dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan

Informatika.

BACA JUGA:

Vaksin hingga Mesin AC Bikin Impor Indonesia Melejit di Maret 2021

“Antusiasme masyarakat dalam bertransaksi di bidang PBK selama pandemi semakin meningkat.

Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi

kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang PBK yang tidak berizin,” kata

Sidharta dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/4/2021).

Sidharta menyebut salah satu cara untuk mencegah potensi kerugian yang dialami oleh

masyarakat, yakni dengan melakukan pembatasan agar situs-situs web dari entitas tak berizin

tersebut tidak dapat diakses

Selain itu, ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Rl Nomor 10 Tahun 2011 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka
Komediti, setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif
Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen,

pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang

dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka

kecuali memiliki izin dari Bappebti.

“Dengan demikian, pemblokiran domain situs web entitas di bidang PBK tak berizin Bappebti
memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di bidang PBK,” ujarnya

Melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor

83/BAPPEETI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau lklan, Pelatihan, dan
Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komediti, dinyatakan dengan jelas bahwa setiap
pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau luar negeri yang belum memperoleh izin

usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka,

Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang
melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan,
pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

“Masyarakat perlu menyadari, apabila suatu situs web tidak dapat diakses, berarti terdapat
konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,”

pungkasnya.
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Bappebti Bakal Dirikan Bursa Mata Uang Kripto
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llustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu bertemu dengan
Wamenkeu Zuhasaril Nasara. Kedua wakil menteri itu membahas materi omnibus law bidang
jasa keuangan khususnya dalam pengaturan pasar komoditas.

Pasar komoditas dan derivasinya seperti diketahui selama ini menurut Undang-Undang berada !
di bawah wewenang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang adadi |
bawah Kementerian Perdagangan. Namun dalam perkembangannya jenis komoditi berkembang |
dan banyak bersentuhan dengan sektor lain.

“Khususnya dalam industri keuangan baru yang berbasis digital dan beberapa pengembangan
produk derivatif lainnya makin banyak bersentuhan dengan lembaga dan kementerian terkait. Ini
yang ingin kita sinergikan agar omnibus law Jasa keuangan nanti bisa menjawab tantangan
regulasi sekaligus menjadi wadah bagi perkembangan industri ini,” papar Jerry, Kamis
(15/4/2021).

Didampingi oleh Ketua Badan Kebijakan Fiskal dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
(PPR), Wamenkeu sepakat mengenai perkembangan pasar komoditi yang semakin kompleks.
Ada berbagai urusan yang terkait mulai dari perpajakan hingga dampak bagi ekonomi nasional
secara luas.

Oleh karena itu Wamenkeu menyambut baik ajakan Wamendag untuk berdiskusi agar
pembagian wewenang dan koordinasi dalam UU Omnibus Law Jasa keuangan yang sedang
dibahas draftnya bisa berjalan dengan baik.

Secara khusus kedua Wakil Menteri itu membahas tentang rencana pendirian pasar kripto.
Perkembangan kripto yang demikian cepat menuntut segera dibentukanya piranti regulasi dan
lembaga yang menaunginya. Rencananya Bappebti akan segera mengesahkan pendirian bursa
kripto.

“Bursa ini fokusnya pada perlindungan pelaku usaha agar hubungan antar semua pihak bisa
berjalan dengan baik. Antar pedagang, investor maupun dengan lembaga lain bisa jelas dan
aman,” kata Ketua Bappebti Sidharta Utama.
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Cryptocurrency
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t kripto, mata uang kripto. Kredit: WerldSpectrum via Pixabey

Saat ini ada ribuan jenis cryptocurrency dan Bappebti sudah mengeluarkan 226 aset crypto yang
bisa diperdagangkan di Indonesia. Perkembangan penggunaan aset crypto di dunia demikian
pesat sehingga bisa dipergunakan sebagai sarana pembayaran, investasi dan lain-lain. Baik
Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Keuangan ingin agar penggunaan dan
perdagangan aset crypto bisa berdampak positif bagi ekonomi nasional.

Kembali pada pembahasan aturan perdagangan komoditi di ombibus law jasa keuangan,
Kemenkeu dan Kemendag berjanji akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam
pembahasan.

Bappebti sebagai lembaga focal point berjanji akan memfasilitasi pertemuan lanjutan sebagai
turunan dari kesepakatan kedua wakil menteri. Ada beberapa yang berkaitan dengan pasar
komoditas antara lain Kemenkeu, Bank Indonesia, dan OJK. Kesepakatan di level menteri
diharapkan bisa dibahas dalam level yang lebih teknis di masing-masing kementerian dan
lembaga.

Pemerintah rencananya akan mengajukan rancangan undang-undang yang bersifat omnibus
dalam sektor jasa keuangan kepada DPR. Undang-Undang ini diharapkan menjadi sarana untuk
menggenjot gairah industri jasa keuangan sekaligus mengoptimalkan industri jasa keuangan
bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
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